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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0019/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo  yang memeriksa  dan mengadili  perkara

pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim  telah menjatuhkan putusan

dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT,  tempat  dan  tanggal  lahir  Gorontalo,  08  Januari  1995,

agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Sekolah

Lanjutan  Tingkat  Atas,  tempat  kediaman  di  Jalan

Cendrawasih  (kompleks  Sdn  69)  Rt.002  Rw.  004

Kelurahan  Heledulaa  Selatan  Kecamatan  Kota  Timur

Kota Gorontalo sebagai  Penggugat;

melawan

TERGUGAT,  tempat  dan  tanggal  lahir  Gorontalo,  08  Januari  1985,

agama  Islam,  pekerjaan  Karyawan  Toko  Elektronik

Diva,  Pendidikan  Sekolah  Lanjutan  Tingkat  Atas,

tempat kediaman di Jalan Cendrawasih (depan Sdn 69

Kota  Timur)  Rt.002  Rw.  004  No.  10  Kelurahan

Heledulaa  Selatan  Kecamatan  Kota  Timur  Kota

Gorontalo sebagai  Tergugat; 

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang; 

DUDUK PERKARA

Bahwa  Penggugat dalam surat  gugatannya tanggal  05 Januari  2018

telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
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Agama Gorontalo, dengan Nomor 0019/Pdt.G/2018/PA.Gtlo, tanggal 08 Januari

2018,  dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa  pada  tanggal  05  Mei  2015,  Penggugat  dengan  Tergugat

melangsungkan  pernikahan  yang  dicatat  oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah

Kantor  Urusan Agama Kecamatan Batudaa Pantai,  Kabupaten Gorontalo

sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 0023/003/V/2015, tanggal 05 Mei

2015;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat

tinggal di rumah orangtua Tergugat selama 8 bulan, kemudian pindah dan

bertempat tinggal di rumah kediaman bersama sampai pisah; 

3. Bahwa  selama  pernikahan  tersebut  Penggugat  dengan  Tergugat  telah

dikaruniai  seorang anak perempuan bernama : ANAK,  Umur 1 tahun 11

bulan, Saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa semula  kehidupan rumah tangga Penggugat  dan Tergugat  dalam

keadaan  rukun  dan  harmonis,  namun  sejak  bulan  April  2016  antara

Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang

disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, Tergugat tidak

pernah memberikan nafkah yang layak terhadap Penggugat;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut  telah berulang kali  terjadi,

puncaknya pada bulan Juni 2016, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat

dan tinggal di rumah tante Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana

tersebut  di  atas  selama  1  tahun  7  bulan  hingga  sekarang.  Selama  itu

Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan

lahir maupun batin;

6. Bahwa  pada  bulan  April  2017  Tergugat  telah  menikah  lagi  dengan

perempuan lain bernama Susan tanpa sepengetahuan Penggugat;

7. Bahwa  Penggugat  sanggup  membayar  seluruh  biaya  yang  timbul  akibat

perkara ini;

Berdasarkan  alasan/dalil-dalil  diatas,  Penggugat  mohon  agar  Ketua

Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya

menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :
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1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (-)terhadap Penggugat Santi

(-);

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsidair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa  pada  persidangan  yang telah  ditetapkan  Penggugat  telah

datang  menghadap  di  persidangan,  sedangkan  Tergugat  tidak  datang

menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap

sebagai  wakil/kuasanya  yang  sah,  meskipun  berdasarkan  surat  panggilan

(relaas) tanggal 10 Januari 2018 dan tanggal 19 Januari 2018 yang dibacakan

di  persidangan,  Tergugat telah dipanggil  secara resmi dan patut,  sedangkan

tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu

alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak

bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil  gugatannya untuk

bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah

datang  menghadap  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut,

selanjutnya  dimulai  pemeriksaan  dengan  membacakan  surat  gugatan

Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa  untuk menguatkan  dalil-dalil  gugatannya,  Penggugat telah

mengajukan  bukti  berupa Fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor

0023/003/V/2015, tanggal 05 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan

Agama  Kecamatan  Batudaa  Pantai,  Kabupaten  Gorontalo,  sesuai  dengan

aslinya dan bermeterai cukup (P);

Bahwa  disamping  bukti  surat,  Penggugat  mengajukan  pula  2  (dua)

orang saksi  dan keduanya  telah  memberikan keterangan di  bawah sumpah

sebagaimana termuat secara lengkap dalam Berita Acara Sidang perkara ini;
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Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap pada keinginannya

untuk bercerai dengan Tergugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang

termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana  terurai di atas;

Menimbang,  bahwa  ternyata  Tergugat tidak  datang  menghadap  di

persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain  untuk menghadap sebagai

wakil/kuasanya  yang  sah,  meskipun telah  dipanggil  secara resmi  dan patut,

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan

oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang,  bahwa  Tergugat  yang  dipanggil  secara  resmi  dan  patut

akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut

harus diperiksa secara verstek;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  ketentuan  Pasal  125  ayat  (1)  HIR/

Pasal  149  ayat  (1)  R.Bg, yaitu  putusan  yang  dijatuhkan  tanpa  hadirnya

Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh

karena itu majelis  hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil

gugatannya;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah

bermeterai  cukup,  di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya,  merupakan akta

otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai  peristiwa perkawinan antara

Penggugat dengan Tergugat,  sehingga bukti  tersebut telah memenuhi syarat

formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan

cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang,  bahwa  kedua  orang  saksi  Penggugat sudah  dewasa,

berakal  sehat,  dan  sebelum  memberikan  keterangannya  telah  disumpah
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terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil  sebagaimana diatur dalam

Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang,  bahwa  keterangan  saksi  1  dan  saksi  2  Penggugat

mengenai  keadaan  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  yang  sudah

berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2016, adalah fakta yang dilihat  dan

diketahui  sendiri  dan  relevan  dengan  dalil-dalil  yang  harus  dibuktikan  oleh

Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat

materiil  sebagaimana  telah  diatur  dalam  Pasal  171  HIR/Pasal  308  R.Bg,

sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat

diterima sebagai bukti;

Menimbang,  bahwa  keterangan  saksi  1  dan  saksi  2  Penggugat

bersesuaian  dan  cocok  antara  satu  dengan  yang  lain  oleh  karena  itu

keterangan  dua  orang  saksi  tersebut  memenuhi  Pasal  171  dan  Pasal  172

HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 tentang peristiwa

pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat

berselingkuh dengan perempuan lain adalah kesaksian yang bersifat de auditu,

sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukti  P  Saksi  1  dan  Saksi  2

Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  sebagai  suami  isteri  sah  dan  telah

dikaruniai seorang ana perempuan;

2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bula

Juni 2016;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  dimana  Penggugat  dan

Tergugat telah berpisah tempat tingal sejak bulan Juni 2016 atau kurang lebih

selama 1 tahun 6 bulan, dapat disimpulkan fakta hukum  bahwa telah terjadi

perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat dan karena perpisahan antara

Penggugat  dan  Tergugat  telah  berlangsung  relative  lama,  maka  dapat
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dikategorikan  yang  sudah  bersifat  terus  menerus  dan  sudah  sulit  untuk

dirukunkan

Menimbang,  bahwa fakta hukum tersebut  telah memenuhi  Pasal  39

ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  junctis Pasal  19  huruf  (f)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f)  Kompilasi

Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan

pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II

halaman  248  yang  diambil  alih  menjadi  pertimbangan  Majelis  Hakim  yang

artinya “Jika tuduhan didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau

karena  pengakuan  suami,  sedangkan hubungan  suami  istri  tidak  dapat  lagi

diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak

mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak satu ba’in sughra

kepada istrinya”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas,  maka gugatan  Penggugat  a  quo telah  beralasan dan tidak   melawan

hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Tergugat  tidak  hadir   di  persidangan

tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap

sebagai  wakil/kuasanya,  meskipun  Pengadilan  telah  memanggilnya  secara

resmi dan patut, maka perkara ini diputus dengan verstek,  sesuai Pasal 149

ayat (1) Rbg.;

Menimbang,  bahwa  untuk  memenuhi  ketentuan  Pasal  84  Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989,  maka Panitera Pengadilan Agama Gorontalo

diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat

Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan

kepada  Pegawai  Pencatat  Nikah  di  tempat  perkawinan  Penggugat  dan

Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu

selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum

tetap;
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Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  89  ayat  (1)  Undang-Undang

Nomor  7  Tahun  1989  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan Pasal  49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989  dan

segala  ketentuan  perundang-undangan  yang  berlaku,  serta  dalil  syar'i  yang

berkaitan dengan perkara ini; 

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil  secara resmi dan patut untuk

menghadap di persidangan tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat (-)  terhadap Penggugat (-) ;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan

salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai

Pencatat  Nikah  Kantor  Urusan  Agama  Batudaa  Pantai,  Kabupaten

Gorontalo dan Pegawai Pencatat Nikah  Kantor Urusan Agama Kecamatan

Kota  Timur  Kota  Gorontalo  untuk  dicatat  dalam  daftar  yang  disediakan

untuk itu;

5. Membebankan  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara  sejumlah

Rp.346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu  rupiah).

 Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis

Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Kamis, tanggal  25 Januari 2018

Masehi  bertepatan dengan tanggal  8 Jumadil  Awal  1439 Hijriyah,   dengan

Drs. Mohammad H. Daud, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Medang, M.H

dan  Khairiah Ahmad, S.H.I, M.H  sebagai  Hakim-Hakim Anggota dan putusan

tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam  sidang  terbuka

untuk  umum  dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan  Hj. Miranda Moki,

S.Ag sebagai  Panitera  Pengganti dengan  dihadiri  Penggugat  tanpa  dihadiri

Tergugat;
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,                                              Ketua Majelis,  

Dra. Hj. Medang, M.H                                           Drs. Mohammad H. Daud, M.H

 Hakim Anggota,   

 Khairiah Ahmad, S.H.I, M.H  

   Panitera Pengganti,

                      Hj. Miranda Moki, S.Ag

Rincian Biaya Perkara   :

1. Biata Pendaftaran : Rp.     30.000.00

2. Biaya ATK : Rp.     50.000,00

3. Biaya Panggilan : Rp.   255.000,00

4. Biaya Redaksi : Rp.       5.000,00

5. Biaya Materai : Rp.       6.000,00

Jumlah     :   Rp.   346.000,00 

                                         (tiga ratus empat puluh enam ribu  rupiah). 
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